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BUPATI BARITO SELATAN

Jalan Pelita Nomor 305 F Telepon (0525) 21001 Kode Pos 73711
BUNTOK

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 8 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PEL AKSANAAN TATA CARA PEL ANTIKAN, PENGAMBILAN
SUMPAH/JANII DAMANG KEPAL A ADAT (DEA) DI EABUPATEN BARITO
SELATAN

~ DENGAN RAHMAT TUHAN VANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang : a bahwa sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito
Selatan Nomor : 6 tahun 2006 tentang Kedamangan BAB X Pazal 22
" Ayat (2), (3) dan (&) periu menstapkan Pedoman Pelaksanaan Tata
- Cara Pelantikan, Pengambilan Sumpah/Janji Damang Kepala Adat
(DEA)

=

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai pada huruf a diatas perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I di Kalimantan, ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820) -

[

Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang — Undangan ; { Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4380 }:

Ly

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor - 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Ctonom:

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor i,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);



Menetapkan

i, Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa

{ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 4587} -

. Peraturan Pemerintah Nomor © 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan,

{ Lembaran Negara Republik Indonesia Tshun 2005 Nomor 158
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor - 4588 ),

7. Peraturan Pemerintah Nomor . 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor - 165 |

Tambahan 1 embaran Negara Republik Indonesia Nomor - 4503 ) -

- Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Kedamangan

(Lembaran Daerah Kabupaten Banto Selatan Tahun 2006 Nomor 6) -

. Peratoran Menteri Dalam Negeri Nomor : 15 Tahun 2006 tentang

Jemis dan Bentuk Produk Hukum Daerah:

MEMUTUSEAN :

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN TATA CARA PELANTIKAN, PENGAMBILAN SUMPAH /
JANJI DAMANG EEPALA ADAT (DKA) DI EABUPATEN BARITO
SELATAN

BABI
EETENTUAN UMUM
Pazal 1

1. Dalam Peratoran ini yang dimaksud dengan -
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Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan.
Pejabat adalah Pejabat vang ada di Barito Selatan.
Majeliz Adat Daysk adalah Dewan Adat yang mengemban fugas tertenty dibidang

pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan kebiasaan
masyarakat, lembaga adat dan hukum adat di daerah Barito Sefatan.

4. Damang Kepala Adat (DKA) adalah pimpinan adat dari suatu kedamangan vang
diangkat / berdasarkan hasil pemilihan, dipilih oleh Ketua Badan Permusyarawatan

Desa, Lurah/Kepala Desa, Unsur Pimpinan Majehis Adat Dayak Kecamatan dan Eetua

Majelis Adat Dayak Deza yang berada dalam wilayah Kedam angan dimakaud,
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Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

6. Kedamangan adalah kesatuan masyarakat adat dalam Kabupaten Barito Sefatan yang
terdirt dart himpunan beberapa masyaraka desa’kelurshan yang mempuayai wilayah
tertentn

7. Kelurohan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam

wilayah ketja Kecamatan

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah vang

herwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal

usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan

Negara Kesstuan Republik Indonesia

9. Majelis Adat Kecamatan adalah Majelis Adat Dayak yang ada ditingkat Kecamatan di

o

Barito Selatan.
10. Majelis Adat Dayak Desa adalah Majelis Adat Dayak vang ada ditingkat desa di Barito
Sefatan.

11. Larah adalah Pimpinan Kelurshan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati mefafi Camat.

2. Kepala Desa adalah pimpmnan Pemerintahan desa di Kabupaten Barito Selatan.

3. Eetna Majelis Adat Dayak adalah Ketua Majelic Adat Dayak Kecamatan dan Desa di
Barito Selatan.

14, Pakaian Adat adalsh pakaian yang mencerminkan cirmi khas pakaian adat setempat

BART
Ferstapan Pelantikan
Pagal 2

I Majehs Adat Dayak (MAD) Kecamatan membpat sural kesiapan pelaksanaan
pelanitkan kepada Bupai Barito Selatan melalui MAD Kabupaten

Majelis Adat Dayak (MAD) Kabupaten meneruskan surad MAD Kecamatan kepada
Bupati Up. Kepala Bagien Pemerintahan untuk penentuan waktu | tempat dan tanggal
pelantikan.

Wakin, tempat dan tanggal pelantikan ditentukan oleh Bupati Barito Selatan.

Damang Kepala Adat dilantik oleh Bupati atau Pejabat vang ditunjuk untuk itn.
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BABII
Susunan Acara Pelantikan
Pazal 3

1. Urnt-urutan Susunan Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpab / Janji

1. Pembukaan
L. Pelaksanaan Pengambilan Sumpah / Janji oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk



Penandatanganan Berila Acara Sumpeh | Janp

Kata-kata Pelantikan oleh Bupati atau Pejabat vang ditunjuk

Penyerahan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pemberhentian dan Pengesahan
DEA

6. Sambutan MAD Eabupaten

7. Sambuien Bupati Barito Seldan

g Pembacasn Doa
4
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. iztwahat
. Penutup

3 Spsuman katakate Sumpsh / Jenii DEA sebagaimana BAB X pasal 22 ayat (4} Perda
Womor 6 Tahun 2006 tentang Kedsmangan sebagas bertkut.

“ Demi Allah { Tuhan ) sava bersumpah / berjanii, bahwa saya akan memenuhi
kewajiban saya selaku DEA dengan sebaik-batknya sequjur-jujurmya dan seadil-adiinva,
bahvwa saya akan sefaly taal dalam mengamatkan dan mempertahankan Pancasifa sebagai
Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokras dan UUD 1045
serta melaksanakan segala perasturan Perundang Undangan dan Hokum Adat dengan
selurus-hwuanya yang berlaku bagi Dacrah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ™

BARIV
Ketentnan Pakaan
Pasal 4

Damang Kepala Adat yang akas dilantik mengenskan pakaian adal yang chakns
diwilayah Kabupaten Barito Selatan

BAB VY
Serah Termma Jabaan
Pasal 3

Setelah mengucaphkan Sumpsh / Jamt dan dilantik oleh Bopati atan Pejabat yang dhitun juk
untuk ini, selambet lambatnya 30 (tiga puluh) bari DKA yang lama melaksanskan serah
{erina jabatan kepada Pejabdl yang Baru, sevah tenma jabalan dimaksnd dikoti dengan
serah terima fisik dan material dari pejabat lama ke pejabat baru.
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BAB VY
Ketentuan Peralihan
Pazal 6

Damang Kepala Adat yang telah dilantik sebelum Peraturan ini ditetapkan tidak perly dilantik
lagi, sedangkan Damang Kepala Adat yang telah disyahkan oleh Bupati setelah beriakunva
Peraturan Bupali waiib dilantik

BAB VII
Retentnan Penutup
Pasal 7

Peraturan Bopats ini mulai berlaky pada tanggal di Undanghan.
Agar setiap orang mengetabuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Eabupaten Barto Selsfan.

Ditetapkan di Buntok

Dinndangkan di Buntok
Padatanggal 14 Mei 3007

L KETUT WIDHIE WIRAWAN, SH. MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 080 068 963

BERITA DAFRAH KABUPATEN BARITO SFLATAN
TAHUN 2007 NOMOR - 10




